
 

64 
 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak tidak secara otomatis 

bertentangan dengan hukum, namun dapat dikategorikan sebagai 

pelanggaran terhadap asas itikad baik apabila dilakukan tanpa mematuhi 

prosedur yang disepakati dalam kontrak dan mengabaikan prinsip 

keadilan serta kepatutan. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 672 

K/Pdt/2020, pemutusan kontrak dinyatakan tidak sah dan melanggar asas 

itikad baik karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengabaikan 

prosedur pemutusan kontrak. Dalam putusan Pengadilan Negeri 

Bandung No. 198/Pdt.G/2020/PN Bdg, pemutusan kontrak dinilai tidak 

melanggar asas itikad baik karena telah didahului dengan langkah-

langkah mitigasi yang patut, meliputi rapat evaluasi rutin, penerbitan 

surat teguran berkala, perpanjangan waktu pelaksanaan, dan verifikasi 

progres pekerjaan oleh konsultan pengawas independen. Validitas 

pemutusan kontrak sepihak sangat bergantung pada kepatuhan terhadap 

prosedur kontraktual, proporsionalitas tindakan, serta pertimbangan atas 

kondisi objektif yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. 

2. Penerapan asas itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi harus 

diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh pada tiga tahapan 

utama. Pada tahap pra-kontrak, itikad baik diwujudkan melalui 

kewajiban keterbukaan informasi (mededelingsplicht) dan kewajiban 
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pemeriksaan (onderzoekplicht) yang dibebankan secara seimbang 

kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Pada tahap pelaksanaan, asas 

itikad baik berfungsi sebagai standar perilaku yang menuntut kepatuhan 

terhadap keseluruhan isi kontrak disertai dengan fleksibilitas yang wajar 

ketika terjadi perubahan keadaan, sehingga para pihak tidak boleh 

menggunakan klausul kontrak untuk membenarkan tindakan sewenang-

wenang yang merugikan pihak lain secara tidak proporsional. Pemutusan 

kontrak harus diposisikan sebagai upaya terakhir (the last resort) setelah 

upaya preventif dan kuratif dilakukan secara sungguh-sungguh. Pada 

tahap penyelesaian sengketa, itikad baik mengharuskan para pihak untuk 

mengutamakan musyawarah, tidak menyembunyikan bukti, dan bersikap 

kooperatif dalam proses mediasi atau arbitrase sebagaimana diatur dalam 

Pasal 88 UU Jasa Konstruksi. Hakim dituntut untuk tidak hanya terpaku 

pada keadilan formal berdasarkan teks kontrak, melainkan menggali 

keadilan substantif guna memulihkan keseimbangan kontraktual. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran 

yang diharapkan bermanfaat bagi pengembangan hukum perjanjian dan 

praktik jasa konstruksi di Indonesia. Bagi Para Pihak (Pengguna dan 

Penyedia Jasa) Disarankan agar para pihak, khususnya Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) dan kontraktor, lebih cermat dalam memahami dan 

mematuhi klausul syarat-syarat umum kontrak, terutama mengenai 

mekanisme pengakhiran perjanjian. Para pihak harus mengedepankan 
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komunikasi yang jujur dan terbuka sejak tahap pra-kontrak hingga 

pelaksanaan. Apabila terjadi kendala di lapangan, Penyedia Jasa wajib 

segera menotifikasikan secara tertulis, dan Pengguna Jasa diharapkan tidak 

menggunakan hak pemutusan kontrak secara gegabah tanpa melalui tahapan 

peringatan (surat teguran) yang patut sesuai prosedur kontrak. 

Bagi Lembaga Peradilan dan Hakim Diharapkan para hakim dapat 

terus konsisten menerapkan parameter itikad baik yang objektif dalam 

memeriksa sengketa konstruksi. Hakim disarankan untuk tidak hanya 

melihat aspek formalitas kontrak sesuai dengan pasal-pasal yang tertulis, 

tetapi juga menggali nilai kepatutan dan keadilan substantif (ex aequo et 

bono). Dalam kasus pemutusan sepihak, hakim perlu meneliti secara 

mendalam apakah pemutusan tersebut telah didahului dengan peringatan 

yang wajar dan apakah terdapat faktor eksternal seperti cuaca atau kelalaian 

Pengguna Jasa yang menghambat prestasi, sehingga putusan yang 

dihasilkan dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua 

belah pihak. 

Bagi Pemerintah dan Regulator Pemerintah perlu memperkuat 

regulasi dan standarisasi dokumen kontrak kerja konstruksi untuk 

meminimalkan celah penafsiran ganda yang sering memicu sengketa. 

Diperlukan aturan yang lebih tegas yang mewajibkan mekanisme dispute 

board atau dewan sengketa difungsikan secara optimal sebelum sengketa 

dibawa ke pengadilan, guna memastikan asas itikad baik dan musyawarah 

benar-benar menjadi jiwa dalam setiap penyelesaian masalah konstruksi. 
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